BUPATI BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
Nomor: 421 /xep. 383-Disdikpora/2_-‘?1 1

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
3 CIKALONGWETAN DI KABUPATEN BAN DUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,
tampung sekolah sert

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya
memotivasi bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dar

™ memperlancar kegiatan belajar bagi siswa, periu menetapkalt
d penegerian terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Cikalongwetan di Kabupaten Bandung Barat;

b. bahwa penetapan penegerian sebagaimana di maksud pada huruf ¢
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaras
Negara yang Bersin dan Bepas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisir
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidike
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nom
78 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pPemerintahan Daer
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1%
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443
ET"""; ‘ ' sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undar
el Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Al
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daer
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor -
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentut
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Neg
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lemba

Negara Republik indonesia Nomor 4688);

5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pembentu

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repu
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nec

Republik indonesia Nomor 5234),
6. Peraturan ‘Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Star

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Te
2005 Nomor 41, Tanbahan Lembaran Negara Republik indon

Nomor 4496);



E £

2
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia: Nomor

4855);

10.

11.

12:

13.

14.

15.

Memperhatikan:1.

Peraturan Pemerintah Nomior 47 Tahun 2008 tentang Waijib Belajar
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor S0 Tahun
2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200€

Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaar
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengar
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaar
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republit
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negar:

Republik Indonesia Nomor 51 57);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 201(
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 200t
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembarar
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahar
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 200t
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembarar
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 200i
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daeral
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9),

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 200i
tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daeral
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukur
Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barz
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 15);

Keputusan Menferi Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentan
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraa
Persekolahan di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentan

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentan

Pedoman Pendirian Sekolah;

. Permohonan Penegerian SMP Negeri 3 Cikalongwetan;
g,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3 ;

5. Petikan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor:821.2/Kep.0:

BKPP/2011 tanggal 10 Februari Tahun 2011 tentang Pengangkata
Kembali dan Alih Tugas Guru Dalam Penugasan Sebagai Kepal
Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Pemud
dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;

. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrag

Nomor:425.11/3016-Disdikpora/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentar
Penetapan Unit Sekolah Baru (USB) SMP persiapan dan SM
Pembina di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahrag

Kabupaten Bandung Barat Tahun Pelajaran 2010/2011;

MEMUTUSKAN: ' _

. KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENETAPA

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
CIKALONGWETAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT.

5 Penégerian Sekolah Menengah Pertama {SMP) 3 Cikalongwetan

kabupaten Bandung Barat; .

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menger

teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidik:
Pemuda dan Olahraga;

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
padatanggal 24 oktober 281

Tembusan.disampaikan kepada:
Yth. 1. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian
Pendidikan Nasional; -
. Gubernur Jawa Barat;
.- Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat;

di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat;

2
3
4. Para Asisten dan Kepala Bagian
5

Para Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.



Nomor : 800.6/ - Disdikpora /2011
Tanggal: 24 Novetiiber 2011

DAFTAR UNDANGAN
NO NAMA SEKOLAH " KECAMATAN
1 | SMPN 3 CIHAMPELAS ~ CIHAMPELAS
2 | SMPN 2 PARONGPONG PARONGPONG
3 | SMPN 4 LEMBANG LEMBANG
4 | SMPNGS PADALARANG PADALARANG
5 | SMPN 4 BATUJAJAR BATUJAJAR
(6)| SMPN3 CIKALONGWETAN CIKALONGWETAN
7 | SMPN 6 LEMBANG | LEMBANG
8 | SMPN 4 CIPATAT CIPATAT _
9 | SMPN 3 PARONGPONG PARONGPONG
10 | SMPN 5 GUNUNGHALU GUNUNGHALU
11 | SMPN 4 NGAMPRAH NGAMPRAH
12 | SMPN 3 CISARUA CISARUA
13 | SMPN 3 NGAMPRAH NGAMPRAH

AN PEMUDA DAN OLAHRAGA
{ BANDUNG BARAT,

: Pirvanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196408301985032003
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